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PUTUSAN
Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG,
PROVINSI BANTEN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KOTA BANDA ACEH,
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23
Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang
dengan register perkara Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang
telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 02 Februari
2022 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, XXXXXXXX XXXXXX,
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sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/01/11/2022
tertanggal 02 Februari 2022;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
terakhir di ALAMAT PIHAK;

4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT,
Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 30 Desember 2022, saat ini tinggal
bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun sekitar bulan Januari 2023 rumah tangga
dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat memiliki sikap curiga dan cemburuan yang berlebih;

2. Tergugat memiliki sifat tempramental berlebih, seperti ketika marabh;

3. Tergugat sering kali membanting barang-barang yang ada di sekeliling
Tergugat;

4. Tergugat memiliki sifat egois yang berlebih seperti selalu ingin menang
sendiri dan merasa paling benar sendiri;

5. Orang tua Tergugat ikut campur mengenai urusan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar
bulan Mei 2023 yang mana Tergugat pergi dari kediaman Bersama,
sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga saat ini
sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua
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Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa
perkara ini;

9. Bahwa mengingat selama ini Penggugat yang dengan kemampuan
tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan
mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan
membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat 4€“ Ibunya &€“
terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut
hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus
diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a
quo agar terhadap anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT, Laki-laki,
lahir di Cilegon pada tanggal 30 Desember 2022, berada di bawah
pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu
kandungnya;

10. Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT, Laki-laki, lahir di Cilegon
pada tanggal 30 Desember 2022, tinggal dan diasuh dengan sangat baik
oleh Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak/lbu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT, Laki-laki, lahir di
Cilegon pada tanggal 30 Desember 2022; Berada di bawah pengasuhan
dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Him 3 dari 19 him — Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
hadir dan menghadap dimuka sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah,
sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan
dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat
kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri
dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memeriksa perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil untuk menghadap sidang, dan Panggilan kepada Penggugat melalui
alamat elektronik sedangkan panggilan kepada Tergugat melalui alamat
sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri
datang menghadap sidang dan Tergugat hadir sendiri datang menghadap
dimuka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak-pihak yang
berperkara dan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat
tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, oleh karena usaha penasehatan untuk mendamaikan
tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat terhadap gugatan cerai
dan hak asuh anak menyatakan tidak ada perubahan dan tidak tambahan dan
Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
menyampaikan bukti berupa:

A. Bukti Surat.
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor XXXXXXXXXXXXXXX atas
nama xxxxxxxxxx (Penggugat) dari Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil XXXXXXXxx XxXxxxx, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kramatwatu XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX, Nomor 65/01/11/2022 Tanggal 02 Februari 2022, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT,
Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 30 Desember 2022
N0.367-LU-27012023-0021 yang di keluarkan oleh kantor Dinas
Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXX,, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX XXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ayah kandung Penggugat;

— Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang telah menikah di tahun 2022 yang lalu;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama terakhir di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;

— Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai
seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT;

— Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama
Penggugat,;

— Bahwa, anak tersebut saat ini dalam keadaan baik, sehat, dan sudah

nyaman ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
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— Bahwa, Penggugat dalam mengasuh anak dibantu oleh keluarganya,
dan Penggugat sangat perhatian terhadap anak tersebut, Penggugat
tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut;

— Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah terlibat criminal,
narkoba atau melakukan perbuatan asusila lainnya;

— Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
danpertengkaran yang terus menerus;

— Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak awal tahun 2023 yang lalu;

— Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat cemburuan dan egois;

— Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat perselisihandan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat acara Buka
puasa bersama dan pertengkaran tersebut terjadi hingga pukul satu
malam;

— Bahwa sudah sejak Bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal hingga saat ini;

— Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

— Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi
berkomuniasi;

— Bahwa pernah diusahakan oleh saksi selaku ayah Penggugat dengan
memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada
perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau
rukun kembali;

— Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali

Penggugat dan Tergugat;
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2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ibu kandung Penggugat;

— Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai
pasangan suami isteri;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama terakhir di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;

— Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT;

— Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama
Penggugat,;

— Bahwa, anak tersebut saat ini dalam keadaan baik, sehat, dan sudah
nyaman ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

— Bahwa, Penggugat dalam mengasuh anak dibantu oleh keluarganya,
dan Penggugat sangat perhatian terhadap anak tersebut, Penggugat
tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut;

— Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah terlibat criminal,
narkoba atau melakukan perbuatan asusila lainnya;

— Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
danpertengkaran yang terus menerus;

— Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak awal tahun 2023 yang lalu;

— Bahwa Yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat
cemburuan dan egois;

— Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat perselisihandan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat acara Buka
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puasa bersama dan pertengkaran tersebut terjadi hingga pukul satu
malam;

— Bahwa sudah sejak Bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal hingga saat ini;

— Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

— Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi
berkomuniasi;

— Bahwa pernah diusahakan oleh saksi selaku ayah Penggugat dengan
memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada
perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau
rukun kembali;

— Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat
membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjuthya Penggugat menyatakan bahwa
Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan Penggugat
menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memandang cukup
pemeriksaan perkara ini, dan kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada
Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dihadapan
sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya
bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim
menunjuk hal-hal yang termuat dan telah diuraikan dalam berita acara sidang
perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak-pihak
yang berperkara dan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali
membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat,
upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis
Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR
jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 39 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua
sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan
penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh
kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Penggugat hadir di
persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakil / kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat
diupayakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Mediasi, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam atau terpenuhi asas personalitas kelslamannya, diantaranya bidang

perkawinan;
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Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil,
selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kutipan Akta Nikah),
P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan
aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata jis. Pasal
301 R.Bg, maka Penggugat telah memenuhi asas personalitas Keislaman;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas
Keislaman mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka
dengan demikian perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan
kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih
dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum
dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai legitima persona
standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan
tercatat di KUA serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari
Tergugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 tersebut bersifat sempurna
dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam
perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti
mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan
yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang
berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara

(legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;
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Menimbang, bahwa dari rangkaian posita gugatan Penggugat, Majelis
Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang
sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal gugatan
Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat
dengan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan terakhir ini, dan yang
meninggalkan rumah tangga adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas,
maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan
pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta
ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek
sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan
perceraian (personal recht) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami
istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat
tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 76

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang
yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim
telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, masing-masing
bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di
persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan kedekatan
dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi
syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 UU No. 7
Tahun 1989 jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal, dan
pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan yang
disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui
secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat
dan Penggugat, dimana pada pokoknya adalah terjadi pertengkaran dan
perselisihan yang sulit dirukunkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat
keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (link and
match), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan
pembuktian bebas (vrijbewijskracht) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan
di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang

menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah
dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga sudah tidak
ada kerukunan lagi;

- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah kurang lebih selama 10 bulan terakhir ini;

- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu
dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak
pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang
pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan
kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi

sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara

tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah
satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai
suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan
bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah
rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak
mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai,
maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri
itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah
tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan
Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;
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Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan
Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan
bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah
kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena
akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu
pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga
yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak pernah
hadir hadir dipersidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan
mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah
tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah
tangganya dengan Penggugat tentunya akan hadir dipersidangan dan
mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah
(broken marriage), karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun kembali, dan akibat seringnya bertengkar antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan terakhir ini, oleh karena itu
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sudah tidak ada manfaat yang
dapat diharapkan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali, sehingga mengakhiri kehidupan suami istri
adalah lebih baik, sehingga petitum dalam gugatan Penggugat yang mohon
agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut
untuk dikabulkan;

Tentang Hak Asuh Anak
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Menimbang, bahwa terhadap petitum hak asuh anak yang dalam
bahasan Undang-Undang disebut dengan “penguasaan anak-anak” Penggugat
menyampaikan dalil-daliinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat,dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK
PENGGUGAT, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 30 Desember 2022, anak
tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta
kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila
terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar anak tersebut diasuh
dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak hadir lagi dipersidangan, sehingga tidak diketahui sikapnya apakah ia
menerima atau menolak terhadap tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis
berupa Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT
N0.367-LU-27012023-0021 yang di keluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan
Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 30 Desember
2022; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen
serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.3; Bukti-bukti tersebut merupkan akta otentik yang menerangkan
hubungan hukum diantara anak dengan kedua belah pihak yang berperkara,
maka karenanya harus dinyatakan terbukti pula bahwa ANAK PENGGUGAT
laki-laki, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 30 Desember 2022, adalah
anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, untuk menguatkan
dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan,
yang semua keterangan dibawah sumpahnya telah tercatat dalam berita acara
sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh proses persidangan dalam perkara ini,
Majelis telah dapat metemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang
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bernama ANAK PENGGUGAT, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 30
Desember 2022;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK
PENGGUGAT, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 30 Desember
2022,saat ini diasuh dan dirawat sendiri oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, belum pernah berurusan dengan
kepolisian karena bertindak asusila ataupun kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dikemukakan
diatas, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam asuhan
Penggugat, sudah nyaman ada dalam asuhan Penggugat, Penggugat tidak
pernah kasar dan sangat perhatian terhadap anak, tidak pernah terlibat
criminal, narkoba atau berbuat asusila lainnya, dan dapat mengurus anak
dengan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menilai
bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, maka karenanya
menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat
mempunyai alasan hukum, dan karenanya patut untuk dikabulkan, sesuai
dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974, “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara
dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,
bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan
memberi keputusannya.” dan sesuai pula dengan Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat
dan bakatnya.”, maka dengan ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut
di atas, demi kepentingan anak-anak Majelis Hakim menetapkan bahwa
anak-anak tersebut dibawah ini yaitu ANAK PENGGUGAT bawah hadlanah
Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama ANAK
PENGGUGAT, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 30 Desember 2022,
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ditetapkan di bawah hadlanah Penggugat selaku ibunya, namun tidak boleh
memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya dan
Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu
mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap
anaknya, Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan,
bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya sampai anak-anak itu itu kawin atau dapat berdiri sendiri,
kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua
putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan
Pemerintan Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara
sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK
PENGGUGAT, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 30 Desember 2022,
berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya
dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada
Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak

tersebut;
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5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Serang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Miladiyah bertepatan
dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Drs. Hasan Hariri sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Kiki Yuliantika, S.H.l sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Drs. H. Surisman Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kiki Yuliantika, S.H.I.

Rincian Biaya perkara:
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1. Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 550.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 695.000,00
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang
Mulyadi, S.Ag.
Catatan :
Salinan Putusan diberikan kepada .................. pada tanggal ......................

dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.
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